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WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR \® TanuN 2oy

TENTANG

STRATEGI PEﬁANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

[
.

WALIKOTA SALATIGA,

bahwa dalam rangka meningkatkan akses terhadap
pelayanan dasar, memperbaiki program perlindungan
sosial, pemberdayaan kelompok masyarakat miskin dan
menciptakan pembangunan inklusif, perlu disusun
acuan bagi lintas pelaku dan lintas sektor dalam
pengoordinasian pelaksanaan Program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan,

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai
dengan ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013 tentang Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Salatiga, perlu
menetapkan Strategi Penanggulangan Kemiskinan
Daerah;

bahwa  berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan
Jawa Barat;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5237);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4807);

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang  Menjadi
Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Salatiga
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 8);
Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah
dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga
Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2011 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008
Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor
10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 8);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis
Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran
Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun
2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah
Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan
Kelurahan Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2008 Nomor 12);

16. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota
Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);

17. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga
Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga
Tahun 2011 Nomor 4};

18. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Salatiga Tahun 2011-2016
(Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2012 Nomor 1);

19. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2013
tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kota
Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013
Nomor 5);

20. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 42 Tahun 2010
tentang Penyelenggaraan Naskah Dinas (Berita Daerah
Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STRATEGI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Salatiga.
Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok
melaksanakan urusan pemerintahan daerah tertentu
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat
daerah Kota Salatiga.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian
urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum
pemerintahan.

Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat
Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

Lurah adalah pemimpin kelurahan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Camat.
Kemiskinan adalah suatu kondisi ketidakmampuan sosial
dan ekonomi seseorang atau sekelompok orang untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang
layak bagi kemanusiaan.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan
dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang
dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi
dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi
jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan
derajat kesejahteraan rakyat.

Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia
usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil,
serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan
ekonomi.

Keluarga Miskin adalah orang dan/atau beberapa orang yang
tinggal dalam satu keluarga yang dibuktikan dengan Kartu
Keluarga yang sama sekali tidlak mempunyai sumber mata
pencaharian dan/atau mempunya1 sumber mata pencaharian
tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan
dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau
keluarganya.

Penduduk Miskin adalah orang yang tinggal di daerah dan
memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau tercatat dalam
Kartu Keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber
mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi
kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya.

Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah
dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah yang
selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan
pembangunan daerah dibidang penanggulangan kemiskinan
dalam proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun
2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-
2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode
20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen
perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.



17. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya
disingkat RKPD, dokumen perencanaan daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

18. Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disingkat Renstra
SKPD, adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5
(lima) tahun.

19. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah adalah
wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku
kepentingan untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
di daerah.

Pasal 2

SPKD merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan
bagi lintas pelaku dan lintas sektor dalam pengoordinasian pelaksanaan
program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai ruang lingkup:

a.
b.

C.

(1)

@

strategi utama Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
target-target peningkatan kesejahteraan yang dirumuskan dalam
RPJMD;

analisis kondisi dimensi-dimensi kemiskinan untuk menentukan
prioritas perencanaan program Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan;

analisis penganggaran program Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan agar menghasilkan anggaran yang efektif untuk
penanggulangan kemiskinan; dan

analisa dan mekanisme pengendalian program Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 4
Sistematika SPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun
sebagai berikut :
BABI PENDAHULUAN
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS
BABIII KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN
BABIV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BABV  ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI DAN
SASARAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
BABVI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN
KEMISKINAN
BAB VIl PENUTUP
Dokumen SPKD sesuai sistematika sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 2% thei 20

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal Ze~{Y| 20y

SEKRETARIS DAERA A_SALATIGA,

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014 NOMOR (£



LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR : \& TAHUD 201y

TANGGAL : 2% Wl 20y

DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN — ) |
Latar Belakang ..c.cocreiencerissssasnanssssenmsissnsmsisssansseisansessssnssesionsessssesassasessassssssassasssses I-1
Landasan HUKUM ..o.civeeeeereencnencsssossssomsmmenemmeninsnsmssssssessissssisasesssssassnennssssnassnsesensesens I-2
Maksud dan TUJUBN ..eciieeisiennimieiimesisimensisesmememeems s I-3
RUANG LINGKUP...cieieenerasissennsissnneiesiasesasassarsesessnsssesssnnmsssssnserassanterassensesassassaassssnssessne I4
ISt OMALIKA. 1evereereraraenensnsesesssesseninmerertentnanmsnessssssesssssissnsnarerserssraransesensasassasssnssaennsnnes I-5
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTEK EMPIRIS R » o |
2.1, Tingkat Kemiskinan .......cccuenimeiiieninnsnnemmsmmsses -1
2.2. Garis Kemiskinan ......ccccereerscsnranenrencranennens eneseteetsesenstatesiasaaseasteseesssssnasatananan -4
2.3. Indeks Kedalaman KemisKiNan .......cccceeiremresssisnniinsnesesissasesssinsnnnonasisessssssss 11-6
2.4. Indeks Keparahan Kemiskinan ...........cceeinisiemennensnnsinesomninmises 11-9
2.5. Komposisi Jumiah Individu Berdasarkan Klasifikasi Kemiskinan Tingkat

Kecamatan di Kota Salatiga .....cccceecrcsicnntneinniiinennniineninenasisiesissananmanann II-12
BAB IIT KAJI ULANG DAN INTEGRASI KEBIJAKAN III-1
3.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Nasional — ....cccininninnninnienenne III-1
3.2. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Daerah  ....cccciiinninnienicinccnianane. I-6

BAB IV TINJAUAN ANGGARAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN ............. IV-1

4.1, Perkembangan ANGQAran ......cceeecsseeisinissssnecsensenonssessssisssensssannenssnssssassessnses Iv-1
4.2. Distribusi ANGGAraN .......cccecceeisessersisennssssssssanisssnniosssssssasessssesassassssassasssesassas Iv-3
4.3. Program Penunjang Pengentasan Kemiskinan ..., Iv-4

BAB V ANALISIS PRIORITAS BIDANG INTERVENSI DAN SASARAN PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN .....ccconsnnnsusessnsenaneasennans V-1
5.1. Kelompok Program Klaster 1: Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga .......... V-1
5.2. Kelompok Program Klaster 2: Penanggulangan Kemiskinan Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat ........cc.eeseessnssnisssssnsstnssnissnsssnssensnnsaessnssssssssssnnens V-29




5.3. Kelompok Program Klaster 3: Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil .........coeevveerincnnnnsnnerennniisininins V-38

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN ........... VI-1

6.1. Program, Kegiatan dan Indikator Penanggulangan Kemiskinan ..........ccceccscuencne VI-1
6.2. Kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan ........cccceremnnnnissnnnicnninniinnninnnsnno, VI-8
6.3. Pemantauan dan Evaluasi Penanggulanan Kemiskinan.........c.cecsenisieniiicesennnnenes VI-12

BAB VII PENUTUP ViI-1




ueyeinsy
[4]

ueyeinjay

ueyeny

ueyeindy

elodyipsia

) b

ueyeInp)

1p dnpjy uedexedy
uejipipuad
uebuequiebuad

esodyipsia

») &

ueyesnp)

pefesopas/NNS
ee)s /) ied

ueelebbusPAu |

elodypsiq

») b

g uep v Jaed
1e{a) 16eq (3dv)
iIsexnpa ebesad jere
uep uemesndiad
ming uee|paiudd

esodyipsiq

ueyesn)

(i) fevoisbuny
ueesesyed)
uexipipuad

uebuequabuad

jeunojug

uep jeunod
UON uejipipuad
wesboid

6uelo 00T

6ueso
00t

bueio
001

fueso
001

eiodyipsia

punw

(aadv)

VLIS 3e46upos
YetoNes smnd yeuy
¥NUN [eALGRI BMSIS
eag ueudqudd

046

0t6

0s8

018

esodyipsia

punw

(%) (agdv)

upisiw ebuena)
uep pefesopos
N1TS emsts

ibeq ueyipipuad
uenjueq ueuaquied

yebuauap
ujipipuad
weibold

[4

SIT’E

LL6°C

6£L'C

105°¢C

[4:: %4

elodipsia

punu

(punw)
S.1Y Hep emsts j6eq
ueyjpipuad uemueq

unye} 6 Jeferag
qiiem weiboid

1

9102

SI0T

1444

€10

(414

uRIesSes yepung

qemer

Sunbbusuad

adis

uemes

NVLVIDODI

ueupjsiwd) uebueinbbueuad yesdeq 1Y eueoudy Jojeyipul uetede)

efaenia) siseqieg npedio] jejsos uemueg weiboud : T Jasept T




{3eyss uep yisiog
dnpiH myjejuad) RY3S
d)i uep 1eyos uebumybu| uebunyBury
Did ‘seunadeg ueeidpuaw |  uebuequebuad
) & ) b ) b 29 b ) b ‘squiq ) uejewesy ueyninAudd wesboid
esodyipulq npueAsod uep pid
uep Jy uep injejdw yeue uep
Did ‘seunadeg 1Aeq ‘nq| Uy RSN
33 b 29\ b ) b ) b ) b ‘sajuiq M b uejewedd) ueyninAuad
Jeyesedisey
uejeyasa) uep 1jeseAseny
Buequips 1210 ejod |  ueeAepsaquisd
uesepesy Hueua) |  uep uegeyasay|
esodyipuiq ueynjniuad Isowoud
) b 9 b 29 b ) b M b uep sajuiq 3 b uejewess) uegeybujuad weiboid
(dig)
uebued ueyeque]
dx uep ueyeg uesemebuad
Did ‘seunadeg uep ueynjnAuad
™S S S S S ‘saquig M b ueyesn)| uejbujuad
(yejoxes
yeue ueuefe! ueueyew
uep yeioas uguey uereyRS)
elodyipuiq uesemebuad) ueyjepusbuad
uep 4 uep uejetuedsy ueuajew uep uep
yeodss | Yeoes | yelowes | yeloes | yeiodes | @id ‘seuuadeg b 1eqo uesemebuad uesemebuag
ST ST (1] 01 (1] ‘sajuig P yelodes |  yejoes uejbuiuad weiboid
(aadv eueq)
(%) eAuuebupref
uep sewsaysnd
1p uptsiw ynpnpuad jeteiseyy
ansi/sewsaxsnd uejeyasay ueleyasa)y
001 86 ¥6 z6 06 uep sajuiqg ) b % ueuedefod | eAedn weiboid
WIS
otoz | stoz | sror | €vor | zmoR qemet
SunBBueudad ISWION uemes NVLVIODI WYIS0Ud
uRieses yejuing adis




%001 %001 %00T %007 %001 suIq 9 b % uemueq uepaquiad gy wesbold | €1
ueeydsa)y
ueiaRd
uRjeyIsIN uep 1eqo
uejeyeqad ueepebuad
%001 %007 %001 %001 %001 ansy ansy % uep jeqo uepebuad wesboyd | Z1
ansy
Inun ueeyas
%007 %007 %00T %007 %001 ansy ansy % 1efe-jeie ueepebuad rued Sy uep
ansd| ansy sexdses
1P IT1 sey bueni ueyeybujuad
%001 %00T %007 %00T %007 %007 ansy % ueunbuequind wesboyd | 11
eyies
yeue ueyeyasy
) b R b ) b ) v ) b ) b ) b ugjewexd) ueynjnAuad
(%)
upisjlu ebseny
eyjeq epeday spelb ejjeg yeuy
Wdwoy isesjunww] | Z19 uenjbujuad
00T 001 001 86 86 sajuiq ) b uelewedd) uepaquind weibold | O
ninqg 216 1eyeleiseny
1eqpie uejeyassy | 1219 ueyeqsad
) b oM & 2 b ) b ) suia ) ueewedd) ueueAejad wesboid | 6
etodiipulq
uep g uep WLY 16eq e3ijeg
Did ‘seuadeg uep nqp uegeyISY
) b ) ¥ ) b 29 b 20 ‘sajuiq ) b uejewedd) uejbujuad upiSiin
etodjipuig Xnpnpuad
uep d uep uejeyasa)y
Did ‘seuadeg Jejnuaw pjeduad ueueAedd
) b ) ¥ ) b ) ) ‘sajuiq ) b uejewedd) ueseueIRqUIRd weiboid | '8
i uep ueyesnay
Did ‘seuniadeg IP yissog 3@ wng
) b ) ) b ) b ) & ‘sajuiq ) b uzmewedd) |  ewessoq uerelba)
qemer
910C | STOZ | ¥¥OT | €TZ | TIOT | gpyppfueueqd | ISVMHOT | uemes NVLVIODI WVHD0Nd | ON
uRieses yepung adis




uewpnwad

j6eq sjewe] uequiel

S S S S S i Jodseunadeg | ueseme) un ueunbuequad
(gadv) (Hid) uny ueyewnsd
NdQ ‘i uep YeAes yepn yewns | uebuequiabuad
0z b1 4 [4} 4 i Jadseuniadeg yewny ueunbuequidd wesboid | 8T
Jeped yequuy Jie eueses
uewpinwad uep euesesesd
yun s S ] S S nda ueseme)| wn ueejpdAuad
yepuas yequui
uepsebuadiaq | e uep winuly
JjeleAsew jbeq | Jiy ueetopbuad
wnujw Jie eueses efaupy
upsiw uep euesesesd |  uebuewsbuad
L L L L B L nda ueyesnpy £ | ueyeinjs) uee|paiuad weiboyd | L1
(3un) ynpnpuad yisioq
eped Jeped yedeym Jje seudies
uewpjnwad IP WLY 16eq seixdies | uebuequabuad
81 91 b1 [41 1] nda ueseme)| N ueunbuequidd wesboid | 91
jnpnpuad
jeped uewpnwad ueyedwessad
ip ueyedwessad ueetopbuad
jeped ueyejobuad eueles efoupy
uewpjnwad uep eueleserd | uebuequabuad
Sdl S Sdi S Sdl S Sdl S SdL S nda ueseme)| SdlL ueeipaiudd wesbold | ST
yeue} Jjle 13QuIns yiseg
Jinwns | iy ueeipdAudd
wn s yun g Jun g wns Win g nda yidssg ) win ueunbuequidd weiboid | b1
efewsy INposday
uejeyssay
yipdsn ueynjniuad
0€ ST ST (1] S suIq yeioNes Yetos uep aAuedwe)
upjsiwu
ebueniy 16eq spest
dequew 1sdasenuo)
910z | STOZ | vrOT | €10 | ZVOT qomer
SunSBueuad ISMIOT uemes NVYLVIODI WVU90ud ON
ueseses yepung adis




yeseep upisiu
001 001 001 001 epies N sejaq uemueq
ejenyq wne)
AT =T AT AT AT epIes »N b ueyesnja 16eq uespibuig
Jejueps)
“eoed Buepueiuad yesaep
AT T T (2 AT epIss »N ¥ ueyesnpi jersos uemueg |  ueesgye(asa)
upiSi ebienp)) iseyiqeyy
- - snsey epes M b snsey | uegews) ueumues wesboid | zZ
oduioj
Rued/ueynse
nued euvesesesd | odwiog/ueynsy
uep eueies pued
ueeleyjwRd ueeuiquRd
wn yun | un | yny BN T | suemuajeusosu|q ) b N uep jsesdo wesboyd | 12
SHind 1beq [ersos
ueesnyefasay
Isejjiqeyas
euesesesd RIS
uep eueles iseqqeysy
i uep ueueAed sejjeny ueueAejad
T T AT BT 1T | 9 Jodseuuadeg ) b ueyenpy | . uegybujuad wesbold | 07
(i) 1ejeleAsew
siseqiaq (yequiy Jje
‘Wsiaq Jie ‘uequuef) ueyewnidd
jeped ueyewnsad SEHUNIO)Y|
i uep uvewpjnuwad Jesep eueles uep | ueedepiaquidd
b v ¥ € € @i Jodseuuadeg | ueseme) | ueyesnd) | euesesesd uemueg wesboid | 61
jeped
uewpinuudd |p
1eped yequy) Jie eueses
i uep uewpinwad uep euesesesd
L l L L L i Jodseunadeg |  ueseme) n ueunbuequiad
jeped (wun) Wiy
9102 ST0T PI0C | €T0T [4 {4 "]
SunfiSueuad ISMION uemes NVLVIOI WWVA90Ud ON
uRseses yepung adis




Ip 1DjeieAseny

isesjuebiQ
Dt uep DI yindsn uep ebequian
) b M b R b ) b 2 b ‘;adseunadeg | ueyeinay | uejewesd) ueedepiaquad
suenIaNeusosulq ynd= WL fe1sos ueesopiad
1 ! T 1 PAT ueyeinyl | ueyesniy uemueg isejjjised 1jeledsyy
(Wi9ag) | ueedepiaquiad
i uep @ | ueyeinpy Jeesedsely Huokoy uereybujuad
M b ) b ) b ) b 29 b ‘)adseusadeg | ynunps | ueeweds) | Gucjon mieyg ueing wesbosd | ¢
yequuy
Jie uep wnujw Jje
ueyejobuad 16010
Wun ¢ wun g un ¢ n g wn g HI uep Ndd 29 b wn uebuequabuad
WU yequuy
Jje ueyejobuad Ju¥l | Jie uep wnuw
jun € wun g Jun g yun g yun € HDI uep Nda ) b N ueeuiquiad iseyised | e ueeopbuad
yequi efioupy
e ueyejobuad Yy |  uebuequiebuad
yun g un g Wun g yun g wn ¢ H uep Nda ) b wn ueeuiquiad iseyjjised weiboid | T
qemer
910z | STOZ | H¥OT | E€T0Z | IIOZ | gupssusueg | ISWHOT | uemes NVLVIODI WVHD0ud | ON
ueseses yejung adis

njeieAsen ueeAepRquind wwiboud : 1T Jgsep) T

Sind

uep Lv) ‘upisiw
ipjey ueedAepioquiad
fetsos buidwepuad | SHiNd uep AW
uep sebmad ‘upjsiw Jpjey

i uep uendwewsy | ueelepraquied
PN T Pt T AT T D Jodseunadeg ) b uebujuad weuboid

N

9%0Z | STOZ | T | €T0Z | ZWZ | gunGbueusd | ISVMOT | uemes |  NVAVIODI WVi90ud | ON

URIeSES yejung adis




Wid S

Mid S

Mid S

MDId §

Pid S

uepdsiq

ueyebuiusd

XN b

) ¥

2 ¥

i uep 9
‘sadseuuadeg

) b

uejeweda)|

“oxod uebued ueyeq
uewebesoyebuad

uep (unyey /eydead
/6X%06>) sereg
Iswinsuo)j 1bueinbud
ahuedwe)

uep ueyninAuad

»)

N b

&) uep

uejewedd)

(nBus1 uep |
sesaq uou) uebued
uewebeiepRuebusd
uep buequies
1219 ejod ueynjnAuad

»N b

)y

Dt uep D

ueewedd)

uebued |
uebuequsobuad
ymun uebuesexad
uejeejuewnd

¥ ¥

3 b

2N b

i uep g

») b

uejewedo)y

uebued
ueuewedy uep
nnw ueyeibujuad
ueyninAudd

yesoep
uebued uebueped

uebuequssbuad

i uep
1 jodseuuadeg

ebpejes

mng

uebued |

Aiddns uep 1swunsuoy
ejod ueunsniudd
uep sisjjeuy

yesoep uebued
ueueyey
ueybujuad
wesboig

®) &

2 b

N b

) b

2 ¢

sua

) b

uejewedd))

ueyein@y yeibup
Ip uejeyese)) PR
sejsedey unyejbujuad

T
sopey ueyperd

yificrn
)

ynidsn
[52)

Y=
P

ylds
2

Y
(52

epaddeg

undsy
ueyeiny

— bunAnybuas
AWIWL iseqilised

ueyeinE)

9102

ST10T

yIoT

€T0T

TI0T

URIESES yejung

SunBbueuad
adis

NVLVIOI

WWVIO0Uud




peAuad ueyebaouad
uep uejeyasay
ueeleyjjisurd

uebuejnbbueuad
uep ueyebaoudd
wesboid

ueungaxyiad/uejuepad

eyesn
1beq Suidwepuad
uep ynjnAuad xauwig

ueungavped
Juejueyd
ynjnAuad
ueedepaqurd
weiboid

ueuejuad ISHN
jisey uesesewad

uebuequebuad

ueewessy

ujewsgad isynposd
jisey uesesewsd

uebuequabuad

ueungoyed/ueueyied
isinpoud |isey {sowald

ueungaped
Juennuad
isnpoud

jisey uesesewad
uegebujuad
weesboud

uezad ebequid)
uendwews) uep
seyjseden ueyeybuluad

:uEBc.&o@_
ueyeybujuag
weeiboigd

ueungyad
Juelueysad 16ojouy
eueles ueeipdAudd

ueungoed
Jueyueyad

ueyeybujuad
wesbold

ueungaxed
Jueyueysad jsynpoud
eueses ueeipaAudd

ueungased/uejueriod
npoud ueyibujuad

ueungaxsed
Juejueyind
isynpoid
uesejbuiuad
weiboid

(ueypeund)

uey] uien
uepeleAsewD|
ueuyeId

SunBSueuad

ueleses yepung

NVLVIODI

WViD0ud




epaddeg

d3d34d

uejerboy|

d3a34
uebuequiebuad

shsnypj uemueg

14

Jun of

Jun o

Jun 0

Jun o1

seuuadeq
uep Ndd

=N b

wn

JfeseAsew siseqsaq
uewpjnuRd Jesep
{seqyjues ep yiseq

Jie eueles ueeipaiuld

ueyewrnudd

uebunybury
weibosd

€1

Jun 01

Jun Ot

wun O

jun 01

seuuadeq
uep Nda

wn

ndwew

Bueiny ueyewnsad
ueunbuequwed
|sejnwgs uep iseyjised

Jun 01

un o1

Junh 01

jun 01

nda

wn

(SSy) eueyapas
eyes yewny
seidies ueunbuequiad

ueueyuad

ueueyuad

ueueyud

524

ueuexpad

seuuadeg

ueyein)

(dsH) jeteAsew
sjsequaq ueyewnsad
ueunbuequwad
wejep 1jeseisew
yodwoy
ueeAepsaquad

uep |seyjjised

ueyeunsad
uebuequiabuad
weuboud

a

) b

»)

») v

N b

uepadsiqg

yodwo)

eAepipnq ueuey
uebuequibuad
ueeulquind

ueujuad
enuas

ueueyjuad

[,

ueuyud
enuas
o)

ueueyuad

[52d]

uepadsiq

yodwopR)

eAepipnq ueueyjpd
isynpoud ueyeybujuad

k4

=i b

ueyadsig

ueyenp)

* uey) eAepipnqued
juey soduwio

1beq eyesn uemueq
uep uebuidwepusd

ueueyud

uebuequebuad
weiboid

11

uepRdsig

ueMsa)
ueusiad "qe|
seudies ueepebuad

TeJNUDW eul)

Newss) pjeiusd

9102

STOZ

PI0Z

€10Z

(44174

uRIesSeEs yejung

qemer
Sunffueuad

NVLVIOD

WVaO0Ud




ueyeq uejeejuewssd
ueeuq ueeuq ueeuq ueeulq ueeuiq WiN uep ueenbuuad werep Jnapdwoy
yodwop) | yodwopy | dodwopy | yodwopy | dodwop)y | dojepupadsia o) p | dodwop) | WIWN 16eq 1sejiised | uenb6unay uep
ueeulq WiWN |  ueeyesneymay
ueeuq ueeuq ueeuyq ueeuiq sodwoja) WdIN uep eyesn ueenqjuie)) | uebuequabuad
yodwop) | Jodwop)y | dodwop) | odwo) [4 doxyepuuadsig 3 p | odwop) | ueyebuuad iseyjised weibod | €
Hashpuj [Bojowysl
wWIN uep uendwews)
Mz %2 2 KA 5 K4 2 doyepuuadsiq ) p | ueyeinpy ueeuquind
u u ue u ue (1OHaq) eueyspas
eyojuoosad | eyoquoouad | yoquoosed | eyojuoosad | yoquoosad WHin uep ibojounay ueueiejad
fuun z fun z Alun g Aung Aung doyepuuadsiq ) wn uep uebuequiabuad
e e e e e (eunb jed=x)
jsesadoy jsesadoy | sesodoy | (sesedoy | tsesadoy WDIN uep eueysapas IGojow
yejuwing yejung yejwng yejuwng yejwng | doyepuuadsig ) p | Isesdoy uedessuad uespupy 1sesdoy
iseysaudiog 1selodo) ueebequoiy
e Jpe e e e ueefiueybuad seyeny
isesadoy jsesodoy | isesadoy | isesodoy | 1sesadoy Win uep uep uesemebuad ueyiGuluad
yejung yepung yejwung yejwng yejwng | dojepupadsiq 2 p | Isendoy ueeuiquRd wesbod | 2
slusiq uep
16ojoway Jogeqmyul
WMin uep uebuequabuad
KA kA4 k4 K4 AT doyepupadsiq ) p | ueyenp) {seqjiisey
[0S uep
onjjus eyesn nyeRd
|6eq ueeuquad
Whin uep uep ueynered
P 1 T ! T doyepuuadsiq ) p | ueyenpy ueybujuad
WIWN
Jsep) ueeurquiad WIWN
veumjuad | ueuejped | ueusyuad | ueueuad | yids WDIN uep ueuexud uep ueypejpd |  uebuequabuag
eNUIS [B) | enuas P) | enuas Py | enuds [BY Jaeny doyepuuadsig ) p | enuas P ueyjbuiuad wesboud | 1
qemer
9tz stToc yIoz s10z TWOZ | gunBbueued | ISVNO1| uemes NVLVIOD WVHS0ud | ON
URIESES yepung adis

|seiado)] uep |P3) O Byesn ueeAepoquiod weiBoid : III S3se) '€



ODid eoR)ip) (a31)

ueyeinp)/esaq
jwouox3 ebequia
i uep g uebuequabuad
eal | sead | sean | smean | megan | edsewsndeg ) aT uep iseyjised
uejeweddy |p
WIN uep Dig uebuequebuad
b 4 1 4 b 2 doybepupadsig 20 § | uewedd) uep ueeuiqud
(uenduasad ejoRMIp)
wefuld uedwis
yodwop) 16eq eyesn
i uep i uerepouuad uep
Buelo Oz Bueio 0z bueso o7 fueso gz | bBueto OZ ‘radsewsadeg o =) B3 bues0 uemueq ueudqwdd
(ds
a3n) wefuld ueduis
-253Q IWwouoy3 ueesapuad
eyesn ueyebujuad RuUOUoH
i uep D i6eq fepow | uebuequabuad
29 ) b 2 23 ) ‘dseussadeg 53 p | uepewedd) | uemueq :EM:I:M wesboud
u
WiN uep uep Did ueeuiquad
M b 29 b ) b ) b o b doxepupadsiq > b | ueeweds) uep ueejeusd
uebuose uep (Mid)
ewn pie) buebepad Did
16eq eyesn |  ueedepiaqudd
WHin uep uefepounad uep | uep ueejeudd
bueio 0z | Bueiogz | Buelogz | Bueiogz | Buewo oz | doyepupedsia Ny | buep uemueq isejjjised weiboid
uebuose buebepad
uep WDIWN 16eq
WDin uep eyesn ulf ueuaquad
bueso gz | Bueiogz | Bueiogz | Buesopz | Bueiooz | doyepupadsiq My | buewo uep tseyjised
Win uep ebneres WOIWN dnpoud
T T T 1 1 doyepupadsiq qo) | ueyebo)y | Isejiise} uep isowold
jex0) Meq
9102 ST0T yI0Z £10T 414 qemer
SunSiSueusd | ISIO1 | uemes NVLVIODI WV90Ud
ueleses yejung adis




ueyinsiebeuaroy

166un WLy uebuop 6uepiq

ueyen () ynfng |  uebuequabuad

eb6uey 1P WLy 1beq ysy | uep ueeuqued

14 02 1 02 1401 1401 14 01 Nd uep epjes Py L yewny ueeipaiuad iseyjised weibold

SiNd S¥° SkDid

16eq eyesn uespuiad buepueiuad

uep uepdwess)s)y | YO ueeuiquid

6ueio gz | Bueso gz | Bueso oz | Buelo oz | Buelo (Z | suenjeusosulg o-) R bueio ueypead weiboid
Jejuepis) yeue

uebundweuad jedwsn ey

eucsesesd uep eueses | yeue ueeuiquid

6ueio gz | buelo of | Bueso gg | Bueso OE | Bueso Oz | SuRLINEUSOSUI] M b buei uemjueq isejised weibouid
6080 bupuAuad 15eq
Suefunuad uejejesad

Bueso o1 | Hueo o1 | Bueso o1 | Hueso 01 | Gueio 0T | suenijeusosuld ) b bueio uemueq uepyaquWiRd ewnen

ynqn yeoes bupuAuad | uep 120

i6eq eyesn uespupad Buepueiuad

uep uejidwesno)y ueeujquid

AT )T L YT AT suenayeusosulq ») b ueyeiniadl ueynesd weuboid
upjsiu ebueny Hep
Jeyueps) yeue [Beq

e(13y Jefefoq yopjesd | eisoy isepyiqeyss

uep uepdwessgy uep ueueAered

o7 2N 2 T PAT suensajeusosuiqg N b ueyesnp) ueygeRd wesboid
eqesn uespupad jbeq
e(s uegejesad uep
eyesn uejepouuad

X € ) € B € e K4 [ K4 suespeusosuig ») b ueyeinja) uenjueq uelaquisd efsoy yeouad

elioy pesuad uejidwesa1ay

16eq uepdwessp ueeujquiad

Bueso og | Bueso g | Bueso o8 | bueso 08 | Bueso 08 | suenijeusosuld M b Bueip ueyneed weiboud

qemer
970z | STOZ | ¥IOZ | ETOT | TIOZ | gypffueuad | ISVNOT | NVNLVS NVLVIOD WVJ90Ud
ueseses yepung adis

(senpadia) 10wy o1d weibod — weiboud : AT J93seD] ¥




BAB VII
PENUTUP

Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disebut SPKD Kota Salatiga
merupakan arahan kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat terpadu, terutama
dalam upaya menyelesaikan permasalahan  kemiskinan yang bersifat kompleks dan
multi sektor (cass cutting issues). Dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan
mengunakan pendekatan empat (4) klaster sebagaimana arahan kebijakan dalam
penanggulangan kemiskinan nasional, yaitu kebijakan yang dituangkan dalam Perpres
No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Inpres Nomor 3
tahun 2010 tentang Strategi Pembangunan Yang Berkeadilan, terkait dengan pencapaian
target-target Millenium Development Goal's (MDG 's) dan Kepres No. 10 tahun 2011
tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat.

Hasil penyusunan SPKD Kota Salatiga ini dapat dilaksanakan apabila diintegrasikan
dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah setiap tahun, yaitu :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Salatiga;
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Salatiga dan
3. Rencana Kerja (Renja) SKPD pengampu urusan.

Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan
kegiatan diantara SKPD pengampu urusan. Hal ini penting mengingat masalah
kemiskinan bersifat komplek dan saling overfapping satu dengan lainnya, terutama
bidang kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, pemberdayaan masyarakat,
peningkatan partisipasi serta swadaya masyarakat dalam pembangunan daerah.

Pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan secara operasional
memeriukan dukungan dan partisipasi masyarakat, kalangan dunia usaha dan perguruan
tinggi serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran kelembagaan dalam masyarkat
sangat penting dan bersifat strategis terutama dalam pelaksanaan kegiatan, pemantauan
dan evaluasi hasil penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan pemantauan dan
evaluasi maka akan diketahui tentang potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam
pencapaian target yang telah ditetapkan dalgm-rencana.
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